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ABSTRAK 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi penurunan kegiatan ekonomi di industri otomotif. 

Untuk kembali merangsang perkembangan ekonomi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan PPnBM mobil nol persen yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Kena Pajak Yang 

Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun 

Anggaran 2021. Dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021, berupa keringanan 

denda pajak dan diskon PKB. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak 

kebijakan insentif PPnBM terhadap daya beli masyarakat pada pembelian kendaraan bermotor roda 

empat di Jakarta. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan nonprobability 

sampling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan merefleksikan pengetahuan 

dan pengalaman dari informan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara untuk 

menganalisa informasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 

insentif PPnBM berdampak terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor roda 

empat di Jakarta. Kemudian kebijakan insentif PKB tidak berdampak terhadap daya beli 

masyarakat pada kendaraan bermotor roda empat di Jakarta. 

Kata kunci : Kebijakan Insentif PPnBM, Insentif PKB, Daya Beli Masyarakat 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has had an impact on the decline in economic activity in the automotive 

industry. To re-stimulate economic development in Indonesia, the government issued a zero percent 

PPnBM policy for cars as stipulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 

20/PMK.010/21 concerning Sales Tax on Luxury Goods on Taxable Delivery Classified as Luxury in 

the Form of Certain Motorized Vehicles. It will be borne by the Government for the 2021 Fiscal Year. 

And DKI Jakarta Governor Regulation Number 60 of 2021, in the form of relief from tax penalties 

and PKB discounts. Therefore, this study aims to analyze the impact of PPnBM incentive policies on 

people's purchasing power on the purchase of four-wheeled motorized vehicles in Jakarta. The 

sampling technique of this research was done by non-probability sampling. This study using the 

qualitative method by reflecting the knowledge and experience of informants. The study is done by 

interviews to analyze information. The data analysis done by reduction, presentation of data and the 

withdrawal of the conclusions. Conclusions on the research indicated that the policies incentives 

PPnBM had an impact on the people purchasing power in four wheel vehicle in Jakarta and 

incentives for policy does not have an effect on the people purchasing power in four wheel vehicle in 

Jakarta.  

Keywords: PPnBM Incentive Policy, PKB Incentive, People's Purchasing Power 
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PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit corona virus yang 

sedang berlangsung di seluruh dunia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 

diakibatkan oleh pandemi ini berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk 

aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya aktivitas tersebut 

berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun 

daerah, mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 serta kebijakan yang 

bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Dengan demikian, 

pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. 

Kementerian Perindustrian resmi merilis kebijakan tentang insentif Pajak Penjualan atas 

Barang mewah (PPnBM) nol persen. Kebijakan tersebut tercantum pada Kepmenperin nomor 169 

Tahun 2021, perihal kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang mewah atas 

Penyerahan Barang Kena Pajak ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah pada tahun anggaran 2021. 

Selain itu Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat 

yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, Pemerintah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan berbagai insentif melalui Peraturan Gubernur DKI 

Jakarta Nomor 60 Tahun 2021. Salah satunya adalah keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) 

berupa keringanan denda pajak dan diskon PKB. 

 

Menurut Hasibullah et al., (2020) Pengenaan PPnBM berpengaruh positif dan signifikan pada 

daya beli konsumen kendaraan roda empat. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sambur et al., 

(2015) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli 

konsumen kendaraan bermotor. Sedangkan Menurut Fadilah (2012) PPnBM tidak berpengaruh 

signifikan terhadap daya beli.  

Menurut Ratnasari dan Setiawan (2016), Pramestri dan Supadmi (2017), dan Adiputri dan Jati 

(2018) PKB dengan tarif progresif mempunyai pengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen 

kendaraan bermotor roda empat. Serta dalam penelitian Indirayuti (2019) Pajak kendaraan bermotor 

tarif progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda 

empat. Menurut Pramestri dan Supadmi (2017) Daya beli adalah tingkat kemampuan seseorang ketika 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Daya beli tidak dapat terlepas dari harga suatu barang. barang 

yang mempunyai harga yang tinggi akan menyebabkan permintaan barang tersebut menurun atau 

daya belinya menurun, namun apabila suatu barang mempunyai harga yang rendah akan 

menyebabkan permintaan barang tersebut akan tinggi atau daya belinya akan semakin tinggi. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian terkait nilai dampak adaknya kebijakan 

insentif menjadi hal menarik untuk dilakukan. Rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini 

adalah dampak kebijakan insentif PPnBM dan insentif PKB terhadap daya beli masyarakat pada 

kendaraan bermotor roda empat di Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan 

menganalisa dampak kebijakan insentif PPnBM terhadap daya beli masyarakat pada pembelian 

kendaraan bermotor roda empat di Jakarta. Diharapkan melalui penelitian ini masyarakat dapat 

menambah pengetahuan mengenai pengenaan pajak atas barang-barang yang dikonsumsi sehingga 

masyarakat sebagai konsumen dapat lebih teliti dalam mengelola keuangannya. 

  

KAJIAN PUSTAKA  

Teori Kebijakan 

Menurut Dye (1987) dalam “Understanding Public Policy”. Bahwa kebijakan adalah 

serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau 

berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Selanjutnya Gerston 

menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada 

setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Menurut Grindle (1980) salah satu 

variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu : Keberhasilan implementasi suatu 
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kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau 

tidaknya tujuan yang ingin diraih.  

 

Pengertian Perpajakan 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang 

wajib membayar menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi 

kembali secara langsung dapat ditujukan dan gunanya untuk pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian insentif pajak (Tax 

Incentive) menurut Black Law Dictionary, adalah : “A governmental enticement, through a tax 

benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified 

charity”. Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, 

seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. 

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah 

dengan tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak 

memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. 

Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 dan 13 adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

 

Teori Asas Daya Beli 

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap 

sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga 

lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam 

membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Menggambarkan tingkat kesejahteraan 

yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.  

 

Dampak kebijakan insentif PPnBM terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor 

roda empat 

 

Insentif PPnBM pada tahun lalu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan kena pajak yang 

tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung Pemerintah telah 

menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan signifikan penjualan kendaraan bermotor roda 

empat hingga yang tercatat sebesar 113 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. 

Menurut Hasibullah et al., (2020) Pengenaan PPnBM berpengaruh positif dan signifikan pada daya 

beli konsumen kendaraan roda empat. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sambur et al., (2015) dan 

Pramestri dan Supadmi (2017) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan 

terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. 

 

Dampak kebijakan insentif PKB terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor 

roda empat 

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 Untuk 

PKB tahun pajak 2021, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan diskon sebesar 10 persen bila PKB 

dibayar pada Agustus 2021. Bila PKB tahun pajak 2021 dibayarkan pada September 2021, keringanan 

yang diberikan hanya sebesar 5 persen. Menurut Pramestri dan Supadmi (2017) PKB ialah pajak yang 

dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor 

mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen. Hal ini dikarenakan industri otomotif tengah 

berkembang pesat. Para pelaku industri mengeluarkan ragam produk otomotif yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Artinya, sejumlah fasilitas yang semakin canggih dan memberi kenyamanan 

tetap menjadi primadona bagi masyarakat. Sedangkan menurut Hasibullah et al., (2020) 

menyimpulkan bahwa pengenaan PKB dengan tarif progresif berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan daya beli konsumen kendaraan roda empat.  
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METODE PENELITIAN 

Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian ini dilakukan pada masyarakat dan karyawan atau supervisor marketing 

dealer di perusahaan otomotif di Jakarta terkait dengan dampak dari kebijakan insentif PPnBM dan 

PKB terhadap daya beli masyarakat. 

 

Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu tahap deskripsi, tahap reduksi data dan 

tahap analisis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi bertujuan untuk mengurangi 

gejala aksidental terhadap obyek penyelidikannya. Dengan dilakukan reduksi data dapat 

menggolongkan, mengarahkan, membuang suatu yang tidak perlu dalam analisis, serta 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan final dapat 

ditarik dan diverifikasi.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik proses pengumpulan data dalam Creswell, John W (2007:119) dapat dilakukan 

melalui beberapa cara yaitu : 

1.Teknik Wawancara 

Teknik wawancara ini dilakukan dengan wawancara kepada Masyarakat dan Supervisor bagian 

Marketing pada salah satu perusahaan otomotif untuk mendapatkan informasi. Wawancara dengan 

Masyarakat dan wawancara dengan Supervisor bagian Marketing ini dilakukan dengan tatap muka 

langsung untuk mengetahui suara dan wajah dari informan. Dalam wawancara, peneliti berusaha 

menggali informasi secara mendalam dengan subjek penelitian dengan tetap berpegang pada 

penelitian yang dilakukan, sasaran dan fokus penelitian yang direncanakan dan merekam pembicaraan 

sumber atas persetujuannya terlebih dahulu. Pada tahap ini, peneliti memperoleh informasi dengan 

melakukan interview yang direkam dan memperoleh manuskrip. 

2.Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan data berbentuk catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga data yang diperoleh data 

yang sah dan lengkap, selain itu juga dokumen berupa foto sebagai pelengkap dan pendukung 

keabsahan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam. 

3.Penyimpanan Data 

Dalam tahap ini, peneliti menyimpan data-data yang telah didapatkan dengan mem-backup data 

rekaman termasuk catatan lapangan dan menggunakan rekaman dengan baik. Hal ini perlu dilakukan 

sebagai bukti dalam penelitian dan mencegah kerusakan atau hilangnya data yang diperoleh. 

 

Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2013:246), mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Milles dan Huberman mengemukakan 

beberapa aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ 

verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Analisis data melalui reduksi data berarti memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat kategori berdasarkan macam atau jenisnya, dan membuang data yang tidak 

diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila data tersebut diperlukan. 

 

2. Penyajian Data (Kategorisasi) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, table, grafik, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin 
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mudah dipahami (Sugiyono 2013:249). Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Menurut Sugiyono (2013:252) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan hanya bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat dan mendukung kesimpulan tersebut pada tahap pengumpulan data selanjutnya. . 

HASIL ANALISIS  

Hasil penelitian dampak kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan 

kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan 

bermotor roda empat di Jakarta dalam penelitian ini merupakan hasil proses analisis dari manuskrip 

dengan beberapa sumber informan yang memiliki sudut pandang berbeda. Berdasarkan hasil temuan 

yang telah dijabarkan dari reduksi data sebelumnya menimbulkan hasil penelitian sebagai berikut:  

1. Dampak Kebijakan insentif PPnBM terhadap daya beli masyarakat pada pembelian 

kendaraan bermotor roda empat di Jakarta. 

Kebijakan insentif PPnBM menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk membeli 

kendaraan bermotor roda empat karena adanya potongan harga atau discount. Pernyataan informan 

pertama menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan insentif PPnBM membuat daya beli 

masyarakat menjadi meningkat. Daya beli adalah tingkat kemampuan seseorang ketika 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Daya beli tidak dapat terlepas dari harga suatu barang. 

barang yang mempunyai harga yang tinggi akan menyebabkan permintaan barang tersebut 

menurun atau daya belinya menurun, namun apabila suatu barang mempunyai harga yang rendah 

akan menyebabkan permintaan barang tersebut akan tinggi atau daya belinya akan semakin tinggi. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh informan ketiga mengenai pengurangan harga mobil 

yang menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan insentif PPnBM membuat daya beli 

masyarakat menjadi meningkat dengan adanya pengurangan harga dalam pembelian mobil. 

Kebijakan insentif PPnBM merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam 

rangka membangkitkan laju perekonomian negara.  khususnya di industri otomotif yang 

mengalami dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pendapat lain juga diungkapkan oleh 

informan kedua mengenai ketertarikan masyarakat terhadap mobil karena adanya kebutuhan. 

Kemudian pendapat ini diperkuat oleh pernyataan dari pihak dealer sebagai salah satu penjual 

kendaraan bermotor roda empat di Jakarta yang menyatakan bahwa adanya permintaan masyarakat 

terkait kebutuhan akan kendaraan pribadi untuk mobilisasi di masa pandemi covid-19 dapat 

meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan roda empat. 

 

2. Dampak Insentif PKB tidak berdampak terhadap daya beli masyarakat pada pembelian 

kendaraan bermotor roda empat di Jakarta. 

Dikarenakan informasi terkait insentif PKB yang kurang meluas kepada masyarakat, 

sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan insentif tersebut. Hal ini 

menunjukkan kurangnya sosialisasi informasi terkait adanya kebijakan insentif PKB secara meluas 

kepada masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari informan menunjukkan bahwa informasi 

mengenai kebijakan insentif PKB ini masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas lagi dikalangan 

masyarakat. 
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PEMBAHASAN 

 

Dampak kebijakan insentif PPnBM terhadap daya beli masyarakat pada pembelian kendaraan 

bermotor roda empat di Jakarta 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa adanya 

dampak kebijakan insentif PPnBM terhadap daya beli masyarakat pada pembelian kendaraan 

bermotor roda empat di Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, 

perkembangan industri otomotif, serta peningkatan penjualan yang dapat memacu pertumbuhan 

ekonomi. Hasil analisis ini juga didukung oleh teori asas daya beli uang dimana dasar keadilan 

terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari 

rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali 

ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan 

seluruh masyarakat lebih diutamakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penulis 

menemukan adanya ketertarikan masyarakat untuk membeli kendaraan roda empat dikarenakan 

adanya kebijakan insentif PPnBM. Hal ini didukung oleh teori implementasi kebijakan menurut 

Grindle dimana kebijakan publik berdampak terhadap masyarakat secara individu atau kelompok. 

 

Dampak kebijakan insentif PKB terhadap daya beli masyarakat pada pembelian kendaraan 

bermotor roda empat di Jakarta 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa kurangnya 

dampak insentif PKB terhadap daya beli masyarakat pada pembelian kendaraan roda empat di Jakarta. 

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian ini menyatakan persepsi atas 

insentif pajak kendaraan bermotor tidak berdampak terhadap daya beli masyarakat pada pembelian 

kendaraan bermotor roda empat. Hal ini disebabkan karena pertama kurangnya sosialisasi terkait 

informasi kebijakan insentif PKB tersebut sehingga menyebabkan masyarakat tidak tahu akan hal ini. 

Kedua yaitu kebijakan insentif PKB ini memang dikeluarkan untuk memberikan keringanan pokok 

PKB dan juga penghapusan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat membayar pokok PKB 

tersebut. Berdasarkan teori Grindle keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari 

adanya dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok. Sedangkan hasil 

wawancara dengan informan, kebijakan insentif PKB tidak berdampak terhadap daya beli masyarakat. 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kebijakan Insentif Pajak Penjualan Penjualan atas Barang 

Mewah berdampak terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor roda empat di Jakarta. 

Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor kurang berdampak terhadap daya beli masyarakat pada 

kendaraan bermotor roda empat di Jakarta. 

 

Saran 

Peneliti memberikan saran bagi beberapa pihak yang terdampak dari adanya kebijakan insentif 

PPnBM dan insentif PKB. Bagi pihak pemerintah untuk dapat mempertahankan kebijakan tersebut 

dan terus berkembang dalam meningkatkan laju perekonomian akibat dampak pandemi covid-19 

karena terbukti dapat mendorong daya beli masyarakat serta meningkatkan penjualan sektor industri 

otomotif. Kemudian melakukan evaluasi terkait kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan dan 

melakukan innovasi baru agar tujuan kebijakan ini menjadi tepat sasaran serta dapat memberikan 

pengaruh untuk masyarakat luas. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel 

lain untuk mengukur daya beli masyarakat dan juga dapat menggunakan teknik pengumpulan data 

tambahan selain wawancara supaya pada penelitian selanjutnya dapat diperoleh hasil yang lebih 

objektif. 
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